ASAS PANCASILA DAN PEMBAHA.-
WUPAN DALAI] PAT
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PENDAHULUAN

Preszden Soeharto dalam Pzdato Kenegaraan tanggal 16 Agustus 1982 ch
depan Sldang Paripiirna DPR RI mengemukakan gagasannya antara iam se-
bagal benkut *'Semua kekuatan sosial politik terutama partai politik vang
masih menggunakan asas lain selain asas Pancasila seharusnya}ah menegaskan
bahwa satu-satunya asas yang dipergunakan adalah Pancasila.””! Bila gagasan’
presuien itu diterima dan dilaksanakan, maka asas ciri sebagai tanda diri vang
selama ini dipakai oleh Parpol dan Golkar harus dihitangkan, Pancasila akan_
men3ad1 satu—satunya asas dari dua ‘Partai Politik dan Golongan Karya

Pemermtah Orde Baru setelah berhasil menyederhanakan kehldupan ke-
kuatan somal poimk melalui UU- No 3 tahun 1975 tentang Partai Politik dan
Golongan Karya terus berikhtiar mengadakan pembaharuan lebih lanj: ut terha-
dap kehidupan kekuatan sosial politik, Pembaharuan tersebut dilakukan agar.
kehldupan kekuatan sosial politik sesuai dengan jiwa dan semangat Orde Baru
yang bertekad: (1) melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan
konsekuen; (2) mengadakan koreksi total terhadap penyelewengan yang ter-
jadi disegala bidang di masa sebelumnya, dan selanjutnya menyusun kembali
kekustan bangsa Indonesia demi terjaminnya stabilitas nasional jangka pan-
jang guna mempercepat proses pembangunan bangsa menuju tercapainya cita-
cita bangsa; (3) merombak sikap mental ke arah mendahulukan kepentingan
bersama dari kepentingan pnbadl atau golongan dan menatia pola kerja yang
berorlentam pada program. Melaiul proses pembaharuan tersebut akan tum-

"Staf CSIS.

'pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Soeharte di Depan Sidang DPR RI, 16
Agustus 1982, hal. 18,
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: buh kekuatan sosial pohtxk yang hanya berasaskan Pancasila; memllxkl tu;ua '
1 per;uangan yang sama, yaitu membangun masyarakat Indonesia yang adi
-makmur, dan memikiki- ‘cara berjuang yang sama; yaitu melalui pelaksanaa
-pembangunan nasional -secara bertahap dan terencana. Perbedaan di antara
- kekuatan sosial politik hanya terletak dalam program pelaksanaan pemba---
ngunan naszonal :

""" Menuwt UU No 3 tahun ,‘&975 tentang Partal Pohtzk dan Goiongan Karva, -
ketag ekuatan sosial politik (PPP, PDL _Golkar) di samping memakai asas
Pancasila; guga dabenarkan untuk memakai asas ci eperti asas Islam untuk =
" Kebangsaan {Nasionalisme) dan Keadilan Sosial. Se-
sxai sme. Indonesia) bagi PDI; Kekaryaan rohamah-jasmamah untuk keseja
teraa b'angsa d 'keadxlan sosml ‘dalam rangka:Pancasila bagi Golkar.} :
makaian asas ciri ini semula dmaksudkan agar ketiga kekuatan sosial pohnkz:_
ity ndak kehtlangan tanda dlrx atau. kepr1bad1an golongannya Namun dalam.
perkembangan di saat perjuangan politik mencapal:bentuk nyata seperti pada‘;;;
‘masa kampanye menjelang pemilihan umum, naluri setlap kekuatan sosial
poiitlk untuk lebih me‘lonjolkan asas cirf ‘dari asas umum Pancasxla telah men-
jadi’ satu kenyataan pahit bagl bangsa Penonjolan asas‘ciri ini telah me
bulkan suasana chaos dan tindak | kerasan seperti terliliat dalam masa ka

Mengmgat bahwa pelaksanaan pemlhhan umum tetap akan dllakuka
tiap Sitahun sekali,” deagan tujuan ‘bukan hanya sekedar meimilih wakil- wakxl'
rakyat ‘untuk® dudak dalam lembaga permusyawaratan/perwakllan rakyat_--
sdja, tetapl juga tidak memilih wakiliwakil' rakyat untuk menyusun negara__
baru’'dengan dasar falsafah negara baru, melainkan menjamin’ suksesnya’per- -
juangan ()rde Baru, vaitu tetap tegaknya Pancasila“dan’ d;pertahankann a_:
UUD 1945 2 maka sudah sepantasnya asas cm tersebut dlhi]angkan

Secara demlklan semua: kekuatan sosm.l pohtlk menjadz mllik bersama ka— '
rena:terbuka bagi seluruh warga negara‘indonesia dan dapat berperanan ses:
bagai.peraniara di antara-pemerintah-dan rakyat; Bagi pemerintah kekuatan:
sosial . politik: berperanan .sebagai  alat- pendengar, sedangkan bagx rakyat-=
semua kekuatan sosial politik merupakan pengeras suara.? |

Tuhsan ini mencoba menguraxkan bahwa pemakaxan Pancasxla sebagal__
asas bersama tidak akan membawa bangsa ini’ ke arah partal mnggai Dengan_'__

[Llhat uu No 3:tahun. 1975 1en1ang Partaz Poimlr dan Golongan Karya

%t ihat UU No. 15 tahun 1959 tentang Permhhan Umnum Anggo{a-anggota Badan Permusya-
waratan/Perwakilan Rakyat. ot 0 oo Seao oy e :
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asas vang'sama, perbedaan antar kekuatan sosial politik terletak pada pro-:
gram pembangunan, Berkat kebersamaan asas ini kehidupan kekuatan sosial:
politik: mengadx terbuka, sehmgga dapat berperan sebagai wadah pembauran
bangsa . - S e

ASAS BERSAMA TEDAK MBNUJU KE FARTAI TUNGGAL

Asas merupakan iandasan tempat bertumpu semua ‘kegiatan kekuatan
sosiall pohtik untuk mencapai tujuan,’UU No. 3 tahun 1975 dalam pen;aiasan
umumnya antara lain menegaskan bahwa dasar-dasar dan-arah kehidupan dan-
kegiatan Partai Politik dan Golongan Karya yang sesuai dengan Pancagild;
UUD 1945 ‘dan Ketetapan 'MPR harus dilaksanakan sebaik-baiknya oleh’
Partai Politik dan Golongan Karya. Partai Politik dan Golongan Karya harus
bersikap dan melakikan kegiatan- keglatannya sesuai dengan jiwa Pancasﬁa,
UUD 1945 dan Ketetapan—ketesapan MPR g

. Dan ketentuan tersebut di aias, k1ta dapat mengatakan ‘bahwa UU No 3
tahun 1975 telah menghendaki agar Pancasila diterima sebagai satu-satunya.
asas dan semua kekuatan sosial politik. Hal i ini jelas terlihat dalam keterangan.
pernermtah yang disampaikan oleh Menteri Kehakiman RI tanggal 13 Januari.
1975 di depan S;dang DPR yang antara lain mengatakan bahwa Partai Politik
dan Goiangan Karya berasaskan Pancasila dan UUD 1945, dan dalam mem-
perjuangkan cita-citanya mendasarkan diri pada asas kekeluargaan, musya-
warah dan gotong-royong. Tujuannya adalah mewujudkan cita-cita bangsa
yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 dan mengembangkan kehi-
dupan demokrasi Pancasila. Sedangkan tugas Partai Politik dan Golongan
Karya adalah melaksanakan dan mengamankan Pancasila dan UUD 1945,
mempertahankan negara kesatuan RI, melaksanakan GBHN dan Tap MPR
RI, memelihara persatuan bangsa dan stabilitas nasional yang tertib dan di-
namis demi pelaksanaan pembangunan serta persahabatan dengan semua
bangsa atas dasar saling menghormati dan kerja sama guna mewujudkan per-
damaian dunia. Kewajiban Partai Politik dan Golongan Karya adalah'menya-
lurkan aspirasi rakvat, mewujudkan hak-hak politik rakyat, membina anggota
menjadi warga negara Indonesia yang bermoral Pancasila dan setia pada UUZD
1945 serta mensukseskan pelaksanaan pemilihan umum. 2

_Dalam proses pembahasan di dalam sidang-sidang DPR, terjadi perde-
batan antara fraksi-fraksi tentang masalah asas ini. Fraksi PPP dalam peman-
dangan umumnya antara lain menanyakan apakah asas Islam dan asas }amnya
dapat dicantumkan daiam anggaran dasar suatu organisasi politik di sa";p;ug

1L ihat UU No. 3 tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya.
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"Pancassia dan-_-UUD 19452 Bila tidak, perbedaan .amara kedua Parpo "

men;adl undang—undan'
1975 Frakm PPP mengajukan ”mmderheldsnota” terh

_ _dak dapat menjadl anggota Partax Pohnk dan Golon
I kalau ada xzm tertuhs dar; pejabat yang berwenang, kete

mengamankan dan mengamalkan Pancaszia serta UUD 1945 4.

\ Dengan‘ chsahkannya UU No 3 tahun 1975 tersebut ch atas terhhat ba_ wa' .

pada prinsipnya semua fraksi dalam DPR menerima Pancasila sebagai asas

‘bersama, meskxpun Fraksi PPP masih juga mengajukan ”mmderhmdsnota” '
terhadap ‘pasal 4UU No.'3 tahun 1975, Sebagai alasan’ Fraksi PPP menge
kakan' bahwa apabﬂa tidak ada’ lagx perbedaan-perbedaan khusus di antara
dua Partai Politik “dan’ ‘Golongan Karya, maka secara tersamar ‘kita s
menuji ke partai unggal Perbedaan khusus yang dimaksudkan adalah tanda
dm atau “kepribadian yang harus chmihka oleh Partal Poimk dan Goion' n

Tentang tancia diri atau kepnbadian i’artax Polmk dan Golongan Karya
1tu Presiden Soeharto dalam Pidato Kenegaraan tanggal 16 Agustus. 1976
mengatakan sebagm berikut:

.' ”Tanda dm atau kcpnbadaan Parta: Paimk dan. Goiongan Karya terfctak pada gagasan«
‘gagasan ‘dan cara-cara melaksanakan gagasan untuk pembangunan bangsa klta Dengaﬂ de-

lfbrd hai. 5.
*Ibid., hal. 99.
. bid,, bal
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;21 mikian:maka Partai Politik dan Golongan Karya dapat menjadi kekuvatan pembaharuan
bangsa kita, vang memang kita perlukan datam proses pembangunan. Masyarakat yang mau
A J_u peri {erus-meneris mengadakan diatog dengan mereka, perfyu terus-menerus bertukar
' ”piklran secara luas Dalan bertukar pxeran tentu saja ada ‘perbedaan pendapat, dan herbeda
¥ nendapat bukzmlah hal yang buruk ... Apabila semua i dapat kita kembangkan bers ma
4 makagetiap peinilihan umam boleh saja menjadi pertatungdrd besar antara gagasan-gagasan
~dan-rencana-rencana-dalam membangun bangsanya. Tetapi jelas bukan pertarungan antara
kekuatan-kekuatan! Dengan demikian kita dapat mengembangkan stabilitas yang dinamis.
‘Stabil, karena tidak timbu] kegelisahan dan kegoacangan. Dinamis, karena lahir gaga_san-
:3---n.<-fgagasaa baru yang segar dan berguna bagx pembangunan masyarakat.”

a.n_pidato kenegaraan 1m terhhat bahwa. pemermtah sebagai penyeleng-
gara negara menghendaki agar Partai Politik dan Golongan Karya saling me-
lihat diri. mereka sebagai partner demokrasx dan partner dalam pelaksanaan
pembangunan nasional. Dua. Partai Politik dan Golongan Karya adalah
saudara sekandung dalam keluarga. besar bangsa Indonesia yang satu,. dan
‘sebagaa kekuatan Orde Baru yang telah menerima dan menjunjung tinggi Pan—
cassla dan UUD. 1945 ‘Sebagai kekuatan sosial poimk Parpol dan Golkar
_harus dapat menjadz kekuatan pelopor pembaharuan kehidupan bangsa. Pem-
baharuan dalam arti bahwa semua kekuatan sosial politik yang ada harus
menempatkan diri. sebagal wadah yang menyalurkan aspirasi dari semua go-
}ongan dalam masyarakat dengan tidak memandang perbedaan suku, £as,
agama, ataupun daerah tempat asal. Konsekuensinya adalah semua kekuatan
sosial politik harus bersifat terbuka, dalam arti kepengurnsan ataupun ke—
anggotaan Parpol dan Golkar terbuka bag1 semua warga negara Indonesm
tanpa membedakannya atas dasar apa pun, i . .

Slkap menerima dan menerapkan asas Pancaszla sebagm satu-satunya asas
semua. kekuatan sosial politik yang ada tidak berarti bahwa kita menuju ke
partai tunggal. Istilah partai tunggal dzpakal hanya untuk menunjukkan
bahwa dalam satu negara hanya terdapat satu partai politik atau terdapat satu
partal polmk yang mempunyai kedudukan dominan di antara beberapa partai
iamnya, dan selalu berikhtiar untuk meniadakan partai-partai lainnya itu,
Dengan demikian partai yang mempunyai kedudukan dominan tadi bekerja
dalam suasana non-kompetitif dan tidak dibenarkan adanya oposm. Dari
'pengertzan ini terlihat bahwa partai tunggal bertentangan atau tidak sesuai
dengan demokrasi Pancasiia.

Dalam sistem demokrasi Pancasila, kekuatan sosial politik yang tefdiri
dari dua Partai Politik (PPP, PDI) dan Golongan Karya merupakan suatu

t pidato Kenegbraan Presiden Republik Indonesia Soeharto di Depan Sidang DPR 16 Agusius
1976, hal. 12-13, )

2ibid., hal. 12.
At Bl el io  Barsicimact  dme Dot Palitil Cobeah Bumnon Doasrnar { 1akartar
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kebutuhan untuk menjadi wadah penyalur aspxram fakyat-dan sarana’ pembx-
‘naan kesadaran politik masyarakat Demokrasi Pancasila yang berdasg.rkan
aham kekeiuargaan dan gotong«royong, tiddk: membenarkan kebebasan in-

tirani* mmbutas Pemakaian Pancasﬂa sebagal satu-satunya asas: bers" 2
semu :kekuatan scsaal palitik- yang ‘ada’ hanya: merupakan satl konsek_ue'_ i
; : ikap kita sebagaz ‘bangsa yang telah. mengadlkan Pancasila sebagal
pandangan’hidup bangsa Kemudian® meénerimanya sebagai’ dasarfalsafah
negara dan selanjutnya bertekad untuk melesiarikannya. B o

“Memakai Pancasila'sebagai satu-satunya asas tidak: berartibahwa masing-
masmg ‘kekuatan sosial politik' akan’kehilangan tanda diri ‘atau keprlbad:am
nya: Yang tefjadi‘Hanyalali pérgeseran orientasi dari tanda diri masmg-masmg
kekuatan: sosial- ‘politik ‘dari ideologi ‘menuju ke~ program pembangunan
bangsa ‘Deéngan demikian tanda diri yang membedakandua Partai Politik dan
Golongan Kaxyaibukan lagz ldeoiogi tetapl program pembangunan

Dewasa ini bangsa klta tengah berikhtiar untuk membangun manusia In-
donesia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia. Maksudnya melaksana-
kan penmibangunan nasional yang ‘meliputi bidang ‘material, spiritual dan me-
rata di-seluruh pelosok tanah air. Kinitinggal bagaimana dua Partai Politik
dan-Golonigan Karya: mengkan secara analitis dan: kemudian merumuskan
secara‘tematis pola’ pembangunan di'bidang material'dan spiritual yang’ merata
di‘selurubipelosok tanah‘air meénjadi’ program Partai Politik dan Golongan
Karya Program yang tematis inilah pula yang akan menjadi tema utama kam-
panye-setiap kekuatan sosial ‘politik ‘'sebagai koitestan’ peserta Pemila ‘men-
jelang pelaksanaan pemilihan umum, Dengan cara ini massa peserta ‘Kain-
panye menjelang pemilihan umum tidak lagi dihadapkan pada pilihan yang
bersifat ideologis ‘tetapi pada- program pembangunan nasional yang: dimiliki
oleh masing-masing kekuatan sosial politik. Rakyat peserta pemilihan” umum
tentu ‘akan ‘memilih program pembangunan nasional yang dinilai mampu me-
s ngkatkam heSujahtEAEa'l hzdup masyarakai bangsa secara keseiurunan

Yeam Pembinosn Penator dan Bahan Penataran Degawnl B bl Todmmacins b 23,
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-ORIENTASI PEMBAN GUNAN

o irde .Baru txdak lam adalah tatanan kehldupan rakyat, bangsa da.n negara
_yang kita letakkan kembali pada pelaksanaan kemurnian Pancasila dan UUD.
1845, ,Orde Baru lahir dengan tekad yang. dalam untuk meluruskan kembaix se-

_ K@reks; totai mi mehpuu pxku‘an dan tmgkah laku kita, menyangkut semangat
dan unaakan kita, Yang seffiiianya bersumber pada kemurnian cita-cita ke-
merdekaan - dan -pada - pelaksanaan kemurnian Pancasila dan. UUD :1945,

Dengan demikian Orde Baru bertekad berjuang untuk menegakkan demokrasi
Pancasila -dan. mengisi  kemerdekaan . melalui pelaksanaan pembangunan
bangsa yang dijiwai oleh Pancasila dan UUD 1945, Atau secara singkat dapat
dikatakan bahwa Orde Baru itu adalah orde konstatuszonal dan sekaligus orde
pembangunan. ! ke 32N WLLA.

_.-Berlandaskan pandangan tersebut di atas, para penyelenggara negara yang
memimpin pemerintahan Orde Baru juga berikhtiar uniuk menata kehidupan
organisasi kekuatan sosial politik yang menunjang pelaksanaan pembangunan
nasional.di .segala. bidang kehidupan ‘bangsa dan negara sesuaj dengan de-
mokrasi Pancasila. . Demokrasi Pancasila bukan hanya. sekedar. tata-cara.atau
mekamsme pengambﬂan keputusan dalam - permusyawaratan/perwakilan,
tetapi juga merupakan cara berpikir, cara bermusyawarah dan cara bertmdak
yang berorientasi pada kepentmgan seluruh rakyat : :

: Untuk xtu perlu dﬁakukan pernbmaan 1k11m kemdupan polmk yang sehat
_da.n_ struktur politik vang dapat berfungsi secara baik untuk menunjang:pe-
laksanaan.program-program pembangunan. Kehidupan politik yang dikem-
bangkan. oleh Pemerintah.Grde Baru -tidak lagi berorientasi pada kekuatan
dan kekuasaan, .melainkan :pada peningkatan kesejahteraan manusia Indo-
nesia.. Hal ini terwujud secara konkrit dalam, bentuk gagasan-gagasan yang
tersusun. sistematis dalam program pembangunan milik. setlap orgamsasa ke-
kuatan sosm} politik. : ; B e o

--‘;Gagasan dan-pemkiran yang berorientast pada program peningkatan ke-
sejahteraan hidup manusia Indonesia ini harus terlihat secara jelas dalam pola
dan struktur organisasi setiap kekuatan sosial politik, Dengan demikian pola
struktur politik vang berorientasi pada ideologi golongan tidak sesuai lagi
dengan tuntutan pembangunan bangsa. Bangsa Indonesia ielah menjadikan
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“Pancasﬂa pandangan hidupnya: sebagax ‘ideologi negara:: Dengan: demxklanf-_ )
Pancas:ia yang uralan operasaoﬁalnya terdapat dalam P~4 telah menjadz mora}_ .

warga negara dengan negaranya atau sebahknya Atas dasar pertzmbangan'_ _
inilah pimpinan Pemerintah Orde Baru sejak awal telah menegaskan b&hwa
semua kekuatan sdsial politik harns mengubah: orientasinya,: ymtu dari:orien- .
ta:n Adeoiog' 'ke onentasn DIOETAm; pembangunan bangs s P i

o2 Orientasi 1deologls, .seperti yang dianut o}eh setlap orgamsasx kekuatan '
sosial polstak di-masa- sebelum Orde-Baru, telah. membuat masyarakat bangsa :
Indonesias hzdup dalam pengkotakan ideologis yang:sempit dan golongan-'
golongan saling memandang dengan curiga, dan-kadangkala menimbulkan
konflik:sehingga stabilitas kehidupan bangsa terganggu dan, ‘pembangunan un:
tuk meningkatkan kesegahteraan hidup:masyarakat-tidak-dapat: dliaksanakan
secara:baik.:Karena itu orientasi ideologis yang dimiliki oleh setiap organisasi
kekuatan sosial poimk harus.ditanggalkan dan dlganta dengan orientasi pem-~
bangunan.: Satu-satunya: 1deolog1 yang dipakai.adalah Pancasila;. yang akan
menjiwai semua gerak langkah kekuatan sosial politik, yang melalui wakﬂ-
wakilnya di MPR dan DPR bersama pemermtah menetapkan kebuaksanaan
pembangunan e Lot e : : ] X

Dengan demxk:an dapat; _dlkatakan bahwa pemakalan Pancasaia sebaga;
asas bersama semua organisasi kekuatan sosial politik semata-mata dimaksud-
kan:.untuk-menciptakan: stabilitas nasional yang dinamis; agar pembangunan
nasional dapat dilaksanakan secara baik, sehingga tujuan.nasional seperti ter-
cantum-dalam Pembukaan UUD 1945 dapat dicapai. Dengan cara.ini:organi-
sasi. kekuatan sosial politik secara bertahap-akan memperbesar persamaan: di
antara sesama warga negara:Indonesia, sehingga. persatuan.dan kesatuan
bangsa menjadi semakin kuat.. Dengan memakai asas yang sama kekuvatan
sosial politik dapat menggerakkan para pengikutnya untuk: berpartzsxpasx da-
lam pembangunan: nasional dalam rangka mencapal tujuan nasional. .../

MASSA MENGAMBANG -

Séiah satu aspek pehtiﬁg lain dalam rangka pembaharuan kehidupan da-
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Dimasa sebelum UU Ng::3 tahin1975 ditetapkan sebagai produk Pemerintal
Orde Bariruntuk menata kehidupan organisasi-kekuatan sosial politik di ne-
gara'kita; organisasi kekuatan sosial politik umumnya:dikenal dengan sebutan
partai massa, vaitu kekuatan sosial politik yang mengutamakan jumlah ang-
gota. Karena itu seiiap organisasi kekuatan sosial politik juga membeniuk
organisasi massa yang menjadi:onderbouw-nya. Masyarakat:Indonesia ‘hidup
dalamkotak-kotak partai politik yang masing-masing memiliki orientasi:ideo-
iogmya’ ‘Keadaan inilah yang menimbulkan ketidakstabilan dalam kehldupan
bangsa Akxhamya PIOgram-program’ pembangunan masyarakat udak dapat
dﬁaksanakan sebagalmana mestmya RN, BEEL i

Undang—undang Mo, 3 tahun 19‘75 tentang Partal Poimk dan Golongan
Farya bab IV pasal’10:menctapkan bahwa kepengurusan -Partai: Politik dan
Golongan Karya hanva sampai di tingkat ibukota kabupaten/kotamadya, Di
tiap'kota Kecamatan dan Desa dapat diangkat seorang komisaris yang dibantu
oleh:bebérapa orang pembantu; tetapi‘mereka ini bukan pengurus Partai Po-
litikiatau Golongan Karya:! Dari ketetapan tersebut terlihat bahwa Pemerin-
tali  Orde ‘Baru-menghendaki terjadinya perubahan:dalam komposisi.-dan
fungsi keanggotaaniPartai Politik ‘dan’ Golongan Karya.: Dengan kata'lain,
kekuatan ‘sosial:politik-(PPP;* PDI; Golkar) tidak boleh lagi ‘menempatkan
dirinya sebagai pariai massd; tetapi meniadi parfai kader yang mengadakan
sdaringan yang ketat terhadap calon:calon anggotanya.' Dengdn demikian se
tiapikekuatan sosial politik- mempunyai Jumlah anggota yang kecxl tetapi me-
m;hkx semangat dan cl1s1phn kerja yang tmggi ER e Bl

Dengan ketetapan Uu No 3 tahun 1975 itu terlzhat kemgman yang sung-
guh-sungguh untuk membebaskan rakyat di desa atau di kelurahan agar tidak
metijadianggota salah satu kekuatan sosial politikisecara formal dan massal.
Dengan ‘demikian ‘perhatian takyat akan ‘beralibdari ‘masalah politik dan
ideologi sempit golongan ke-usaha untuk mieningkatkan kesejahteraan meréka
sendiridni tidakiberarel bahwa warga masyarakat ‘vang berdorisili-‘di desa
atau Kelurahan tidak ‘mempunyai'lagi saluran-saluran’ untuk ‘menyampaikan
aspirasinya: Aspirasiaspirasi mereka tetap dapat disalurkan melalui orga-
nisasi-organisasi profesi maupun organisasi fungsional yang ada di desa atau
kelurahan. Pada setiap pemilihan umum anggota masyarakat yang telah ber:
hak untuk ‘ikut dalam ‘Pemilu dapat menentukan secara bebas untuk ‘men-
dukung salah satu kekuatan sosial politik yang menurut penilaiannya mem-
punyai program perjuangan dan program pembangunan yang sesuai dengan
aspirasi mereka. Suasana kehidupan seperti ini akan mendorong organisasi
kekuatan sosial untuk mempersiapkan program-program pembanginan yang
akan ditampitkannya dalam kampanye menjelang pemilu secara sungguh-
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E man b _gsa secara keselumhan dan utuh: Kekuatan sosial polmk yémg' '
: dzm!a' mﬁml_l_zkl-;:program pembangunan yang sesum dengan kepentmgan L

e’m j aksanaan 8

enga demlkian emlazan_yang mengatakan bahwa

gkegiata po uk praktzs, dan .:karena itu rakyat tadak dapai lagl menga‘
kebijaksanaan pemenntah ataupun memial pemerintah-sebagal menutup:
darituntutan:langsung rakyat unmk memperbankx nasibnya iidak bﬂraiasa_
Maiahan kebljaksanaan massa mengambang dtu membebaskan rakyat dan
permaman-permaman politik: para pemimpin-organisasi kekuatan sosial poh»
tik-imtuk: kepentmgam dirinya sendiri dengan cara; memampulasz nama rakyat
Melalui massa mengambang ini:rakyat dibebaskan dari konflik-Xonflik ides:
logis golongan yang sempit, vang umumnya masih dianut oleh kekunatan sosial
politik untuk kepentingan golongannya sendiri. Dengan massa mengambang
ind=wilayah tanah air:kitastidaklagi: chbagi-bagz menjadx dacrah daerah basxs
dari kekuatan sosial pohtak tertentu el seiin : iRy

¥ angsamenjadi masalah dewasa ini adalah apakah organisasic kekuatan
sosial pshnk telah-siap.dengan program-programnya menghadapi massa vang
mengambang ini. Kekuatan sosial politik yang:ada dewasa ini' umumnya. me:
rupakan keian;utan partai politik massa:lalu:yang -mengandalkan massg pen-
dukungnya ‘vang:konkrit karena -diikat oleh ideologi’ golongan: yang sams;
vang menjadi:asas'dan tujuan darl perjuangan mereka. Kesukaran inilah yang
mendoreng:sementara politisi kita sekarang untuk. tetap. menuntut.agar ke-
kuatan sosial politik dapat masuk desa kembali. Dan bila tuntutan mereka ini
dipenuhi; kita- akan:kembali- ke pola kehidupan kekuatan-sosial politik yang
lama. Dan hal ini merupakan-langkah mundur bagi kehidupan bangsa secara
keseiuruhan ‘Untuk menjaga:agar langkah mundur initidak terjadi, maka ke-
kuatan: sosxal politik vang.ada (PPP2, PDI;: -Golkar) mulai saat ini-harus ber»
benah ‘dan menempatkan .diri sebagal kekuaian pelopor pembaharuan kehl-
dupan bangsa éi: sektor pohtlk : e i ]

PEMBAURA_ |BANGSA ..

Pembauran bangsa pada haklkatnya ‘nerupakan satu proses tranﬁkultural:
antar golongan/ kelompok masyarakai yang menjadi-warga suatu negara
dengan maksud memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa negara. Dalam
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masyarakat-Indonesia yang majemuk baik dilihat dari segi einis maupun.dari
segi;sosiologis, usaha -bangsa ini perlu-dilakukan di semua bidang kehidupan
seperti bidang ekonomi, politik dan-sosial budaya. Selanjutnya hanya ditinjat
proses: pembauran-melalui-wadah organisasi’kekuatan:sosial politik (PPP,
PDI, Golkar). Setelah semua organisasi kekuatan sosial politik-menerima un-
tuk memakai Pancasila sebagai satu-satunya asas, rela menghilangkan asas
ciri sebagai tanda diridan semuanya mempunyai tujuan yang sama,: ya ‘tu
memngkatkan kesejahteraan hidup masyarakat melalui:pembangunan: secara
bextahap «lan:terencana; ‘maka organisasi ‘kekKuatan.sosial politik-harus ser-
bukabagi semua penduduk warga negara Indonesia. Maksudnya semua ke-
kuatan sosial pehmq menjadi wadah milik bersama warga negara Indcnesaa,
dengan tidak:membedakan suku, agama, dan ras. Secara demikian terwujud-
lah kebersamaan kita sebagai warga dari satu negara dan satu tanah air tempat
lahir .yang memiliki hak; kewajiban dan kesempatan vang sama:untukiber:
partasxpam dalam pelaksanaan pembangunan naszonai guna mencapax cata-czta

Semboyan maneka Tunggal ika Janganiah d:pakax dalam arti yang pas;f
yaxtu kita tetap bersatu dalam satu negara, satu bangsa, satu tanah air dan
satu bahasa nasional, dengan tetap menjaga dan memelihara perbedaan-
perbedaan yang ada; tetapi harus dalam arti yang aktif-dindmis.. Maksadnya
kesatuan dan persatuan bangsa yang telah ada terus ditingkatkan denganicara
terus. berikhtiar untuk memperkecil perbeddan-perbedaan vang ada di'antara
kita; dan memperbesar: persamaan-persamaan kita sebagai warga negara In-
donesia yang berdasarkan pandangan hidup dan dasar negara Pancasila ‘se-
perti tercantum dalam Pembukaan UUD 1943, Ikhtiar ini harus tumbuh: aias
dasar kesadaran yang tulus~1khlas dari dalam dm k:ta masmg—masmg RS

Untuk 1tulah periu dzlakukan penataan kembah pranata—pranata sos1al
yang ada dalam masyarakat-sedemikian rupa, sehingga asas kebersamaan kita
sebagai warga dari satu.negara dapat tumbuh dan berkembang. Salah’satu
pranata sosial adalzh organisasi kekuatan sosial politiks Karena itu setiap or-
ganisasi kekuatan sosial politik harus menghilangkan sifat eksklusif misalnya
berdasarkan pada agama tertentu dan membuka diri untuk menjadi wadah
yang menampung aspirasi rakyat Indonesia seluruhnya Karena Pancasila bagi
bangsa Indonesia adalah pandangan hidup, jiwa dan kepribadian serta dasar_
negara, maka sikap rela dan ikhlas menerima Pancasila sebagai satu-satunya
asas semua organisasi kekuatan sosial politik itu juga berarti rela dan ikhlas
menghilangkan sifat ekskiusif dan mulai menempatkan diri sebaga: orgamsasx
keﬂuaian sos;al pohtn{ yang temum '

rManerima Pancasﬂa coalngat dacar Falenfab Adeningt mosnon . s15mn Faeonds
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-“afi""'st")'s1a1- pohtzk ba:k untuk tmgkat pusat maupun daerah dan para aktms/.

-fungsmnans maupun para anggota harus terdiri dari seluruh warga negara In- "
__donesia dengan tidak membedakannya berdasarkan suku, agama, ras/golong-
an atau daerah tempat asal.

PENUTUP

Sebagai penutup uraian jini kiranya perlu ditegaskan kembali tiga hal se-
bagal berikut. Perfama, pemakaian Pancasila sebagai satu-satunya asas dari
dua Partai Politik dan Golongan Karya hanya merupakan tindak lanjut dari
usaha pemantapan kehidvpan organisasi kekuatan sosial politik, setelah kita
berhasil mengadakan penyederhanaan kehidupan organisasi kekuatan sosial
politik melalui UU No. 3 tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan
Karya. Dengan demikian semua organisasi kekuatan sosial politik hanya ber-
orientasi pada program pembangunan nasional dan tidak lagi pada ideologi
golongan yang sempit, karena bangsa kita telah menjadikan Pancasila sebagai
dasar/ideologi negara. Dengan demikian semua organisasi kekuatan sosial
politik akan menjadi milik bersama semua warga negara Indonesia dan bukan
milik satu golongan tertentu saja. Kedua, pemakaian Pancasila sebagai satu-
satunya asas organisasi kekuatan sosial politik tidak berarti bahwa kita akan
menuju ke partai tunggal. Karena hal ini tidak sesuai dengan demokrasi Pan-
casila yang paling tidak menuntut adanya dua organisasi kekuatan sosial poli-
tik. Selain itu Presiden Soeharto sendiri dalam pidato kenegaraannya tanggal
16 Agustus 1982 juga telah menegaskan bahwa jumlah dan struktur partai
politik seperti ditegaskan dalam undang-undang tentang Partai Politik dan
Golongan Karya kiranya sudah memadai. Yang perlu dibulatkan dan ditegas-
kan adalah asas yang dianut oleh setiap Partai Politik dan Golongan Karya,
Dengan penegasan presiden tersebut eksistensi PPP, PDI, Golkar sebagai
organisasi kekuatan sosial politik tetap terjamin. Keriga, setelah memakat
Pancasila sebagai satu-satunys asas, maka ketiga organisasi kekuatan sosial
politik itu (PPP, PDI, Golkar) harus membuka dirinya uniuk menampung
aspirasi dari semua warga negara Indonesia, dengan tidak memandang per-
hedzan Bardacasban aoarma  enbrn rac/onianean el inl ceoind demosm teo
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gara bersamaan. kedudukannya di:dalam hukumrdan pemerintahan daniwaiib
menjunjungﬁzhukumidan pemerintahan itu dengan: tidak: ada:kec:ua_tiny’a}:zini_-
berarti bahwa ketiga organisasi kekuatan'sosial-politik itu telah menempatkan
dirinyai sebagai-wadah proses: pembaunran bangsa. Secara demikian :stabilitas
vang dinamis:dalam negarakita:ini akan terus terpelihara dap ketahananna-
51ona1 dita; yang berlandaskan: kesatuan dan persatuan bangsa akan semakm;






